WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang

Menagingat

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

: a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi
Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa, yang lelah diundangkan
tanggal 26 Maret 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 5, periu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu  menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalan dan
Pemanfaatan Rawa.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1858 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2043);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Rl Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3209);

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rl Tahun
1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3419);

9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana {elah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomor 4048);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pergelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1897 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3699);

7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389):



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4548);

10, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tala
Pengaturan Air (Lembaran Negara Rl Tahun 1882 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3225),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Ri Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Negara Rl Tahun 1891 Nomer 35 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3441);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Psmbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737 );

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 1880
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomaor 55 Tahun 1983
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembanguran Untuk
Kepentingan Umum;

18.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 19989-2009
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11},

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Dasrah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

21. Peraturan Daerah Kata Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Dinas Pekejaan Umum (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2005 Nomor 5).

22.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembinaan dan Relribusi Pengendalian dan Pemanfaalan Rawa
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 5).



Menetapkan

Dlurdangken diPalembang

pada terGas!

KOTA BL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN RAWA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tshun 2008
tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaalan Rawa.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang
untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor &
Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan
Pemanfaatan Rawa.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2008

ALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA
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